
BUPATI JEPARA 
PROVINSL JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 49 TAHUN 
2017 TENTANG AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH DAN TRANSFER 

YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH ENTITAS AKUNTANSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka 
Akuntansi Pemerintahan 

pelaksanaan Standar 
(SAP] berbasis akrual, 

Mengingat: 

dimana terdapat pendapatan hibah yang diterima 
langsung oleh entitas akuntansi, harus dilaporkan 
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daera.h 
(LKPD), serta terdapat perubahan petunjuk teknis 
pertanggungjawaban Dana BOS dari Menteri 
Dalam Negeri berupa Surat Edaran Nomor 971 
7791 Tahun 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2017 
tentang Akuntansi Pendapatan Hibah dan Transfer 

yang Diterima Langsung oleh Entitas Akuntansi; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 

5582]; sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

226 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 

Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor I l  

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor I I ,  Tambahan Lembaran 

Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10) ; 

1 1 .  Peraturan Bupati Jcpara Nomor 49 Tahun 2017 

tentang Akuntansi Pendapatan Hibah dan Transfer 

yang diterima langsung oleh Entitas Akuntansi 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 

Nomor 49); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 

TENTANG AKUNTANSI PENDAPATAN HIBAH DAN 

TANSFER YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH 
ENTITAS AKUNTANSI 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Akuntansi (Berita Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 

49) di ubah scbagai berikut : 

I. Ketentuan Pasal I angka 18, angka I9, angka 20, angka 21, angka 22, 
angka 23, angka 24, angka 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

18. di hapus. 

19. di hapus. 
20. di ha pus. 

21. di hapus. 
22. di hapus. 

23. di hapus. 
24. di hapus. 

25. di hapus. 

2. Ketentuan Pasal 9 Dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 9 di hapus 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten depara. 
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Ditetapkan di Jcpara 
pada tanggal 24 Januari 

Tl 

2019 

. " B A G A N  Ht'I AHMAD MARZUQI 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 24 Janari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BERITA DAE BUPATEN JEPARA TAHUN. ...B.....NOMOR.... 2019 


